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ANGKET 
 
Nama Responden   : 

Jenis Kelamin   : 

Umur    : 

Pendidikan Terakhir  : 

Tempat Tugas   : 

Jurusan Pend. Terkahir : 
========================================================== 
 
1. Apakah saudara mengetahui tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, 

Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007…? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
2. Apakah saudara mengetahui tentang wajib memiliki Sertifikat (untuk 

tanah), IMB (untuk gedung) dan Dokumen Kepemilikan (untuk kenderaan 
dan peralatan mesin lainnya) dalam Penggunaan Barang Milik Negara 
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007…? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
3. Apakah saudara aktif dalam memberikan masukan kepada Pimpinan 

tentang pentingnya melengkapi dokumen Kepemilikan Barang Milik 
Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007…? 
a. Aktif 
b. Kurang Aktif 
c. Tidak Aktif 

 
4. Apakah saudara mengetahui tentang wajib mengusulkan status penggunaan 

Barang Milik Negara yang sudah memiliki Dokumen Kepemilikan dalam 
Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 96 Tahun 2007 ..? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
5. Apakah saudara mengetahui syarat-syarat mengusulkan status penggunaan 

Barang Milik Negara dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 …? 
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a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
6.  Apakah saudara mengetahui  BMN bagaimana yang status penggunaannya 

diusulkan Kanwil ke KPKNL dan harus melalui Sekjen Pusat dalam 
Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 96 Tahun 2007 …? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
 
7.  Apakah saudara mengetahui tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007..? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
8. Apakah saudara mengetahui bahwa Barang Milik Negara yang 

dimanfaatkan pihak lain harus sewa kepada Negara Sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007…? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
9. Apakah saudara mengetahui prosedur dan tata cara sewa Barang Milik 

Negara kepada pihak lain Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 
Tahun 2007…? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
10. Apakah saudara mengetahui tentang cara menghitung besarnya kontribusi 

sewa Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 
Tahun 2007…? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
11. Apakah saudara mengetahui bahwa Sewa Barang Milik Negara harus 

mendapat persetujuan dari Pengelola Barang Milik Negara Sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007…? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
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c. Tidak Mengetahui 
 
 
12. Apakah saudara mengetahui tentang Penghapusan Barang Milik Negara 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007..? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
13. Apakah saudara mengetahui tentang Klasifikasi penghapusan BMN Sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007…? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
14. Apakah saudara mengetahui tentang Kelengkapan berkas Dalam Proses 

Penghapusan BMN Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 
2007…..? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
15. Apakah saudara mengetahui tentang Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 …? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
16. Apakah saudara mengetahui tentang Pemindahtanganan/Penjualan Barang 

Milik Negara harus lelang atau tidak melalui lelang Sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007…? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 

 
17. Apakah saudara mengetahui tentang tata cara Penjualan Barang Milik 

Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007…? 
a. Mengetahui 
b. Kurang Mengetahui 
c. Tidak Mengetahui 
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18 Bagaimanakah tentang Pemberian Reward dari Pimpinan kepada Petugas 
Penata Usahaan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Sumatera Utara..?  
a. Sangat cukup 
b. cukup 
c. Tidak cukup 
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A B S T R A K 

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata 
cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan danpemindahtanganan Barang Milik 

Negara 
(studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara) 

 

N a m a  : Alfian Pinem 

N I M  :  121080710 
Program  : Magister Administrasi Publik 
Pembimbing  I : Dr. Warjio, MA 
Pembimbing  II : Drs. Usman Tarigan, MS 
 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara adalah Wujud dari suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah 
dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk 
terciptanya Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang ada pada Instansi-instansi 
Pemerintah dan Daerah dapat terkelola dengan baik dan disiplin sehingga 
berdampak tidak membebani dan merugikan Negara 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi Penggunaan 
Barang Milik Negara, Pemanfaatan Barang Milik Negara, Penghapusan Barang 
Milik Negara, Pemindahtanganan Barang Milik Negara padaKantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007. Serta menganalisis kendala 
dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang 
Implementasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan 
pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Sumatera Utara tersebut. 

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah Observasi langsung, Wawancara, Angket/Koesioner, dan 
Dokumentasi.  Model yang digunakan sebagai tolak ukur penelitian ini adalah 
yang dikembangkan oleh Edward III bahwa terdapat empat syarat penting yang 
dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yaitu 
KomunikasiSumber daya, Disposisi, dan Stuktur Birokrasi. 

Hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara penggunaan Barang Milik Negara 
pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara   adalah 
sudah berjalan dengan baik, seperti pengurusan dokumen pemilikan sudah 
hampir keseluruhan dari Barang Milik Negara yang dimiliki sudah memiliki 
kelengkapan dokumen, serta pengurusan Status Penggunaan yang sudah 
diusulan ke KPKNL sudah mencapai 60% (enam puluh persen) dari BMN 
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yang dimiliki. Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, 
seperti Gedung koprasi dan Bangunan ATM yang dimanfaatkan pihak lain 
sudah dikenakan sewa dan disetorkan ke kas Negara. Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Sumatera Utara juga sudah berjalan dengan baik, seperti telah berjalannya 
proses pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan BMN yang sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tersebut, akan tetapi 
mengingat faktor komunikasi dan sosialisasi yang masih kurang tentang 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara 
penggunaan Barang Milik Negara dan sumber daya manusia yaitu pegawai 
yang mengurusi Penggunaan Barang Milik Negara yang sebahagian besar 
hanya berlatar belakang Pendidikan Keagamaan maka menyebabkan 
pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 masih 
dijumpai kelemahan dan kekurangan serta belum sepenuhnya berpedoman 
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007.  

 
Keywords :  Implementasi PMK nomor 96 Tahun 2007, Tertib Administrasi, 

Tertib Pisik, dan Tertib Hukum 
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Solichin Abdul Wahab (2008;187) 
 
 
“a process of moving toward a policy objective by means of administrative and 
political steps” (Cleaves, 1980). Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa 
fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang 
memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public 
diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah.” 
 
 
 
 
 
Riant Nugroho D (2006), Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh 

administratur negara, atau administratur publik. Selain itu, nugroho juga 
mengartikannya bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang 
dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik 
berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik 
yang berkenan dengan hubungan antarwarga maupun antara warga dan 
pemerintah. 

 
Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. 

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin 

Abdul Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: 

Implementasi itu mencakup “a process of moving toward a policy objective by 

means of administrative and political steps” (Cleaves, 1980). Secara garis besar, 

beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu 

hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan 
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public diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah.  

Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang Dalam ilmu 

kebijakan public disebut “policy delivery system” (system 

penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara 

atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta 

diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

dikehendaki. 

Mazmanian& Paul Sabatier dalam bukunya implementation and public 

policy (1983:61) mendefinisikan implementasi sebagai berikut: 

“pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undanh-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar 

berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang 

penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung 

setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, 

kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai 

perbaikan kebijakan yang bersangkutan. 

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino 

(2006;139), mendefinisikan implementasi sebagai: 

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta  yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebiujaksanaan”. 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan 

oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-
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badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak 

pada warga negaranya.  

Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-

pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi 

tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya 

tidak dilakukan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut 

tiga hal, yaitu: 

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 

2. Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan 

3. Adanya hasil kegiatan 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
IMPLEMENTASI MENURUT PARA AHLI : 

1.      Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan “implementasi sebagai evaluasi”. 

2.      Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. 

3.      Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004) mengemukakan bahwa pengertian “implementasi sebagai 

aktivitas yang saling menyesuaikan”. 

4.      Menurut Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem 

rekayasa”.  

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, 

tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan 

sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 

Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian 

dijalankan sepenuhnya. 

 

Contoh Implementasi : Jika diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang 

Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka impelemntasi yang dilakukan 

oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan 

melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan 
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hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah di buat karena rancangan adalah 

sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu.  
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